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Wali Kota Bogor 
Provinsi Jawa Barat 

 

PERATURAN WALI KOTA BOGOR 

NOMOR  47  TAHUN  2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR                     
NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN 
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM  

PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)                
DI KOTA BOGOR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BOGOR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan 
Corona Virus Disease (COVID-19)                                 
berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan 
Nomor HK.01.07/MENKES/248/2020                    
dan Keputusan Gubernur Jawa Barat             
Nomor 443/Kep.221-Hukham/2020 tentang 
Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah 
Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah 
Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi, 
telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bogor 
Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) di Kota Bogor sebagaimana telah 
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diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor 
Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar dalam Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota 
Bogor; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur  
Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar 
Secara Proporsional Sesuai Level 
Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota 
Sebagai Pelaksanaan Persiapan Adaptasi 
Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan                   
dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) dan berdasarkan evaluasi PSBB 
Kota Bogor sesuai rekomendasi Gugus          
Tugas COVID-19 Kota Bogor dalam 
pelaksanaan PSBB Proporsional Kota Bogor                       
yang terintegrasi dengan Propinsi DKI 
Jakarta, maka Peraturan Wali Kota 
sebagaimana dimaksud pada huruf a              
perlu diubah dan disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana  dimaksud pada huruf a              
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota Bogor tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Wali Kota Nomor 30             
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar dalam Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)               
di Kota Bogor; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984  
tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3273); 
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  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia        
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 
tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua                
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58          
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
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7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia       
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6236); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 
tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular 
(Lembaran Negara Republik Indonesia      
Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 
tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar 
Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6487); 

11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 
tentang Penyelenggaraan Kedaruratan 
Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018  
Nomor 34); 

12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 
tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
sebagaimana diubah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19); 
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13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020                          
tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan 
Masyarakat Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19); 

14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020                          
tentang Penetapan Bencana Nonalam 
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia                  
Tahun 2020  Nomor 240); 

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 
Tahun 2020 tentang Pengendalian 
Transportasi Dalam Rangka Pencegahan 
Penyebaran Corona Virus Disease 2019  
(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020  Nomor 361); 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9      
Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan 
Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 326); 

18. Keputusan Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana Nomor 9.A          
Tahun 2020 tentang Penetapan Status 
Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah 
Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 13.A Tahun 2020           
tentang Perpanjangan Status Keadaan 
Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit 
Akibat Virus Corona di Indonesia; 
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19. Keputusan Menteri Kesehatan                
Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang 
Penetapan Infeksi NovelCoronavirus              
(Infeksi 2019-Ncov) sebagai Penyakit                     
yang Menimbulkan Wabah dan Upaya 
Penanggulangannya; 

20. Keputusan Menteri Kesehatan                           
Nomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang 
Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar 
di Wilayah Propinsi Jawa Barat dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19); 

21. Keputusan Menteri Kesehatan                                         
Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang 
Panduan Pencegahan dan Pengendalian 
Corona Virus Disease 2019 di Tempat Kerja 
Perkantoran dan Industri dalam Mendukung 
Keberlangsungan Usaha pada Situasi 
Pandemi; 

22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 
Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan 
Sosial Berskala Besar dalam Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)                      
di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota 
Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten 
Bekasi dan Daerah Kota Bekasi, (Berita 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 
Nomor 27); 

23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 
Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan 
Sosial Berskala Besar Secara Proporsional 
sesuai Level Kewaspadaan Daerah 
Kabupaten/Kota sebagai Persiapan 
Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk 
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Jawa 
Barat Tahun 2020 Nomor 46); 
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24. Keputusan Gubernur Jawa Barat                       
Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang 
Pencegahan dan Penanggulangan Corona 
Virus Disease 2019 di Jawa Barat; 

25. Keputusan Gubernur Jawa Barat                     
Nomor 443/Kep.207-Dinkes/2020 tentang 
Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam 
Pandemi Corona Virus Disease-2019               
(COVID-19) Di daerah Provinsi Jawa Barat; 

26. Keputusan Gubernur Jawa Barat                   
Nomor 443/Kep.221-Hukham/2020 tentang 
pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah 
Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah 
Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi, 
dalam rangka percepatan penanganan Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19); 

27. Keputusan Gubernur Jawa Barat                       
Nomor 443/Kep.274-Hukham/2020 tentang 
Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat  
Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka 
Percepatan Penanggulangan COVID-19; 

28. Keputusan Gubernur Jawa Barat                      
Nomor 443/Kep.304-Hukham/2020 tentang 
Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar Secara Proporsional di Daerah 
Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah 
Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi                    
dan Daerah Kota Bekasi, dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19); 

29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8              
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E); 
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30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1           
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah 
Kota Bogor Nomor 1 Seri E); 

31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 
Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor 
Tahun 2018 Nomor 7 Seri E); 

32. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30                
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar dalam Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)            
di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor 
Nomor 30 Tahun 2020) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor 
Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar dalam Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)             
di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor 
Nomor 35 Tahun 2020); 

 
MEMUTUSKAN: 

  

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN   
WALI KOTA BOGOR NOMOR 30 TAHUN 2020 
TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN 
SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 
(COVID-19) DI KOTA BOGOR. 
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Pasal  I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)                  
di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2020) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor 
Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan                   
Wali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor 
Nomor 35 Tahun 2020) diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf 

yakni huruf c, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal  14 

 

(1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana                
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a,                    
meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran,             
dan/atau pengiriman: 

a. bahan pangan/makanan/minuman/non pangan;  

b. energi; 

c. komunikasi dan teknologi informasi; 

d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; 
dan/atau 

e. logistik.  

(2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi:  

a. penyediaan barang retail di:  

1. pasar rakyat;  
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2. toko swalayan, berjenis: minimarket, 
supermarket, hypermarket, perkulakan                   
dan toko khusus baik yang berdiri sendiri 
maupun yang berada di pusat perbelanjaan;   

3. toko/warung kelontong.  

b. jasa  binatu  (laundry); atau  

c. penyediaan barang lainnya non pangan di pusat 
perbelanjaan. 

(3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk 
selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti 
ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:  

a. mengutamakan pemesanan barang secara daring 
dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;  

b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan 
daya beli konsumen barang dengan tidak 
menaikkan harga barang;  

c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat 
usaha;  

d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh 
karyawan dan konsumen yang memasuki 
pasar/toko serta memastikan karyawan                       
yang bekerja tidak sedang mengalami demam 
ringan atau sakit;  

e. mewajibkan pembeli menggunakan masker; 

f. menerapkan pembatasan jarak antar sesama 
konsumen (physical distancing) yang datang                     
ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) 
meter;  

g. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan 
pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan                 
dan kesehatan kerja; dan 
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h. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun 
dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) 
termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan            
yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen 
dan karyawan.  

(4) Teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sehari-hari 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)                    
dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Ketua Gugus               
Tugas COVID-19 atau Perangkat Daerah                             
yang bertanggungjawab di bidang penyediaan barang 
retail, bidang pengaturan pasar atau bidang jasa binatu. 

  
2. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 18 

berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal  18 
 

(1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan 
pergerakan orang dan/atau barang dihentikan 
sementara, kecuali untuk:  

a. pemenuhan kebutuhan pokok;  

b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan          
dan keamanan dan ketertiban umum; 

c. pelayanan percepatan penanggulangan pencegahan 
COVID-19; 

d. pelayanan kebutuhan dasar; 

e. pelayanan pendukung layanan dasar; dan 

f. pelayanan fungsi ekonomi.  

(2) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan 
pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
untuk jenis moda transportasi:  

a. kendaraan bermotor pribadi;  



12 

 

b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor 
umum;  

c. angkutan perkeretaapian; dan 

d. kegiatan penanganan bencana dan situasi 
kedaruratan. 

(3) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan 
pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
untuk semua jenis moda transportasi.  

(4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi 
diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:  

a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan 
pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan 
selama PSBB;  

b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai 
digunakan;  

c. menggunakan masker di dalam kendaraan;  

d. membatasi jumlah orang maksimal 50%                      
(lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan  

e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu 
badan diatas normal atau sakit.  

(5) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk 
mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan 
pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan 
selama PSBB;  

b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut 

setelah selesai digunakan; 

c. menggunakan masker dan sarung tangan; dan 

d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu 
badan diatas normal atau sakit.  
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(6) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi 
penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.  

(7) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, 
angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi 
barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai 
berikut:  

a. membatasi jumlah orang maksimal 50%                      
(lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;  

b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan       
dari Pemerintah Daerah Kota dan/atau perangkat 

daerah terkait;  

c. melakukan disinfeksi secara berkala moda 
transportasi yang digunakan;  

d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh 
petugas dan penumpang yang memasuki moda 
transportasi;  

e. memastikan petugas dan penumpang moda 
transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh 
diatas normal atau sakit; dan 

f. menjaga jarak antar penumpang (physical 
distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) 
meter.  

(8) Teknis pelaksanaan dan penambahan jenis moda 
transportasi yang dikecualikan dari penghentian 
sementara moda transportasi untuk pergerakan orang 
dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) selama jangka waktu pemberlakuan PSBB 
secara proporsional diatur lebih lanjut oleh Gugus Tugas 

COVID-19 Kota Bogor atau Perangkat Daerah                      
yang bertanggung jawab di bidang perhubungan. 
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Pasal  II 
 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Bogor. 
  
  
 
 

Ditetapkan di Bogor 
pada tanggal 12 Juni 2020    

WALI KOTA  BOGOR, 
          Ttd. 

BIMA  ARYA 
Diundangkan di Bogor 
pada tanggal 12 Juni 2020 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, 

         Ttd. 
           ADE  SARIP  HIDAYAT   
 
BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN  2020  NOMOR  38  SERI  E   
    

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA, 
 

Ttd. 
 

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han) 
      NIP. 19800507 200312 1 003 
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